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Nursiam. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Melalui PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi 
kasus pada Dinas Pendapatan , Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Sukoharjo)”. Tesis : Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah  
Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
kebijakan pengelolaan keuangan, tingkat kepatuhan dan kendala yang dihadapi 
dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan bagaimana model 
pengelolaan keuangan daerah masa depan pada Dinas Pendapatan, Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo.  
Dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-
makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. 
Jenis data adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan 
dengan wawancara dan penelusuran bahan-bahan hukum primer dan sekunder .  
Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan 
model analisis mengalir (flow model analysis) maupun analisis interaktif 
(interactive model of analysis).  
Kesimpulannya adalah Pelaksanaan  kebijakan pengelolaan keuangan 
daerah, selama ini belum sepenuhnya berpedoman pada PP no 24 /2005, tetapi 
menggunakan perda yang lama dan permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana 
diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007. Sementara BPK dalam melakukan 
pemeriksaan mendasarkan pada PP no.24 tahun 2005. Kendala yang dihadapi 
pemkab dalam melaksanakan PP no 24 th 2005 adalah adanya keharusan 
menggunakan permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan 
Permendagri No. 59 Tahun 2007.  Hal ini terpaksa dilakukan, karena tingkat propinsi 
yaitu Gubernur, ternyata dalam menyetujui RAPBD menjadi APBD juga menggunakan 
pedoman yang sama.. Model pengelolaan keuangan ke depan, sebaiknya 
mendasarkan pada aturan yang merupakan hasil sinkronisasi  aturan-aturan yang 
melandasi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Karena 
tahun 2010 Pemkab Sukoharjo telah  menerbitkan Peraturan Daerah yang baru yaitu 
nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(PPKD) beserta Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan 
Akuntansi yang diundangkan pada bulan Agustus 2010, sebagai respon  adanya 
PP no 24, maka Pemkab Sukoharjo harus patuh dalam melaksanakan peraturan-
peraturan daerah tersebut. 
 









Nursiam. The policy implementation of local government financial trough 
Government Regulation (PP) Number 24 in year 2005 of Governmental Accounting 
Standard. (The Case Study in the Assets & Financial Management and Revenue 
Department of Sukoharjo District). Thesis: Master of Law, Post Graduate Program  
University of Muhammadiyah Surakarta. 
The aim of this research is to know how the implementation of the financial 
management policy, the level of the compliance and the obstacle of the implementation 
of the Gov ernmental Accounting Standard and how the future model of the local 
financial management in the Assets & Financial Management  and Revenue Department 
of the Sukoharjo District. 
In this research the law concept is the manifestation of the symbolic meanings 
of the social behaviors that showed in the interaction between them. The kind of data 
was the primary and secondary data. His data collection was carried out with the 
interview and investigation of primary and secondary of legal materials. The analysis of 
the data used in this research was the qualitative research carried out by using the 
analysis model flowed (flow the model analysis) and the interactive analysis (interactive 
the model of analysis). 
The conclusion of this research was the policy implementation of local 
government financial management did not yet use PP no 24/2005, but it use old District  
Regulations and Ministry of Human Affair (MoHA) Regulation(Permendagri) No. 13 
/2006 as being changed with MoHA regulation  No. 59 /2007. Furthermore BPK as a 
government supreme auditor use PP no.24 / 2005 for the audit regulation. The obstacle 
of Local Government in carrying out PP no 24 /2005 was requirement to using MoHA 
regulation for the basic of Local Government Financial Management for all Local 
Government in Indonesia. This was forced to be done; because of in Provincial level also 
used the MoHA regulation. The future model of the financial management better based 
in the regulation that was results of many regulation synchronization that as guide in the 
local government financial management implementation.  In 2010 the Local 
Government of Sukoharjo issued the New Local Regulation of Financial Management 
number 1/2010. and Bupati Regulation Number 32 /2010 about the Accounting policy 
that was enacted in August 2010, both of regulation done as the response of PP no 
24/2005, consequently the Local Government of Sukoharjo should be obedient that 
local regulation.  
The key word: the Implementation, Governmental Accounting Standard, Local 
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